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BAB V 

KESIMPULAN 

Kepedulian terhadap ibu menyusui mengenai pentingnya pemberian ASI 

untuk bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun. 

Sebagai wujud kepedulian tersebut, maka setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus 

diperingati sebagai Pekan ASI se-dunia atau Hari ASI se-dunia.  Pasal 128 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan 

bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir selama 6 bulan 

atas indikasi medis. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis 

menyimpulkan bahwa putusan hukum  hakim terhadap ibu menyusui pada perkara 

nomor 35/pid.b/2020/pn.pkl ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan belum mengutamakan kepentingan anak yang 

wajib diberi ASI eksklusif minimal selama 6 bulan hingga 2 tahun. 

Kemudian putusan hukum hakim terhadap ibu menyusui pada perkara 

nomor 35/pid.b/2020/pn.pkl ditinjau dari sisi keadilan, belum mencerminkan 

keadilan bagi terdakwa. Hakim seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada 

terdakwa, minimal selama 6 bulan hingga masa pemberian ASI eksklusif berakhir 

melalui pidana pengawasan, sehingga terdakwa dapat menjalankan kewajibannya 

untuk menyusui anaknya, dan korban pun tetap mendapat keadilan karena 

terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya setelah masa pemberian 

ASI ekslusif berakhir. 
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